PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN (LPMD/K) KABUPATEN MALANG
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BUPATI MALANG,

bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam
pelaksanaan Pemerintahan di Desa dan Kelurahan dibentuk suatu
Lembaga Kemasyarakatan di tingkat Desa/Kelurahan maka perlu
dilaksanakan Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan (LPMD/K) di Kabupaten Malang;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran
menimbang ini, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penataan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)
Kabupaten Malang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nornor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 42467);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Kerjasama Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa,;

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur (Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 149/E1);
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2006 Nomor 6/A);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7
Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun
2011 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  TEKNIS
PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN (LPMD/K) KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis Penataan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K)
Kabupaten Malang.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 agar
kegiatan  Penataan Lembaga Pemberdayaan  Masyarakat
Desa/Kelurahan (LPMD/K) Kabupaten Malang berjalan optimal, maka
Pemerintah Kabupaten Malang bersama Pemerintah Desa/Kelurahan
perlu mengembangkan kerjasama dan kemitraan meliputi: pemberian
pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis, pendidikan dan pelatihan,
kerjasama pembiayaan, supervisi, monitoring dan evaluasi maupun

bentuk fasilitasi lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Desa/Kelurahan (LPMD/K) Kabupaten Malang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, menjabarkan secara lebih rinci peran serta
fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
(LPMD/K) Kabupaten Malang sekaligus terhadap tugas dan fungsi

masing-masing pengurusnya.



Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
padatanggal 20 Maret 2012

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 22 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 1/D
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